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Kepercayaan Publik Jadi Tantangan Demokrasi

CANBERRA - Kepercayaan publik saatinidapat
dikatakan merupakan tantangan bagi
demokrasi. Menurut Elderman Trust Barometer
2019, masyarakat masih memandang
pemerintah dan media sebagailembaga sosial
yangpaling tidak dapat dipercaya dibandingkan
denganLSM danlembagausaha.

Ketua Badan Kerjasama An-
tar Parlemen (BKSAP) DPR
Fadli Zon mengungkapkan hal
tersebut dalam forum tahunan
Asia Pasific Parliamentary Fo-
rum (APPF) ke-28 di Canberra,
Australia, kemarin. “Mengem-
balikankepercayaan publik dan
menguatkan integritas adalah
langkah-langkah yang perlu
diambil oleh kita semua demi
meningkatkan standar pela-
yanan lembaga publik dan me-
lindungi kredibilitas mereka,”
papar Fadli Zon yang juga ang-
gotaKomisi1 DPRini.

Kemarin merupakan hari
kedua pelaksanaan sidang
APPF yang akan berakhir pada
Kamis (16/1). Fadli mengung-
kapkan bahwa semua menyalc-
sikan tuntutan masyarakat di
seluruh dunia terus berubah.
Dalam beberapa bulan terakhir,
banyak terjadi demonstrasi
publik dan protes di sel\u uh
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sional terus mendorong rezim
keterbukaan. Sebagai pionir
OpenGovernment Partnership
(OGP), Indonesia kini merupa-
kansalah satudarisedikitnega-
rayang telah memiliki rencana
aksi keterbukaan, baik di sisi
pemerintahmaupunparlemen,
Rencanaaksiinipuntelahmen-
capai siklusnya yang kelima,
yaituuntuk 2018-2020.

Selainitu, untukmemastikan
inisiatif ini terlaksana, peme-
rintah telah membentuk tim
khusus Open GovernmentIndo-
nesia (OGI) dan telah menye-
lenggarakan berbagai kegiatan
untuk menguatkan praktik pe-
merintahan Lerbuka dl Indone-
ma[ kak

dunia. Mereka

Hocuti

perubahan dalamp intah-
andinegaramasing-masing.
Setiap gerakan tersebut
memilikilatarbelakangnyasen-
diri, mulai kenaikan tarif ang-
kutan umum dan biaya hidup
hingga korupsi dan penyalah-
gunaan kekuasaan publik. “Se-
muaini ibatkan keper-

an d sebagai pen-
dorong menujutata kelola yang
baik dan kuat, sertakepercayaan
publikyanglebihtinggi.

“Kami pun telah mengesah-
kan UU Keterbukaan Informasi
No 14/2008 sebagai salah satu
prasyarat mengedepankan ke-

bukaan. Selain itu, perimus-

cayaan publik yang terus me-
nurun dan melemahnya inte-
gritaskita," tandas mantan Wa-
kil Ketua DPRini.

Indonesia percaya bahwa
integritas yang lebih kuat
adalah kunci untuk mengatasi
korupsidimanapun. Untukitu,
standarintegritasharuslahme-
ngandung unsur-unsu seba-
gaimana termaktub di dalam
Komitmen Santiago untuk me-
merangi korupsi dan memas-
tikan transparansi yang dicapai
dalam APEC 2004. Unsur-un-
sur itu meliputi transparansi
yanglebihbaik, tatakelolayang
lebih berkualitas, dan sistem
yang lebih kuat untuk melawan

an Kebijakan Satu Datadan Sa-
luran Pelaporan Publik Lapor‘
laporgo.id) secara konk
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BKSAP) DPR Fadli Zon (tengah)

hadir dalam forum tahunan Asia Pasific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 di Canberra, Australia, kemarin,

trasi, yang menuntut agar DPR
menjadi lembaga yang lebih
t darieabeL” tu-

terkait Peraturan PBB. Putu

men (BKSAP) DPR Putu Supad-
ma Rudana jukan tiga
k dasi. Di le-

turnya. Melalui data yang disa-
jikan, platform ini juga dapat
membantu verifikasi fakta ter-
kait berbagaiisu legislasi yang
mungkin diberitakan secara
ambigu di platform daring/me-
diasosial.

Menurut Fadli, ke depan, se-
dang dipert k

gislasi nasional harus dibangun
berdasarkan budaya damal
sebagai upaya ikut

APPF dalam mendorong kerja
sama parlemen sebagai katalis
perdamaian dan mitigasi an-
camank

perdamalan keamanan, dan
kesejahteraan. Di mana, pro-
duk hukum yang tercipta harus
berkontribusi - membangun,

Keterlibatan semua negara
APPF adalah wadah k men-

tingkat nasional dan interna-
sional termasuk anggota parle-
men, lanjutnya, juga sangat
penting Anggotaparlemenbisa
berkontribusi pada arsitektur
perdamaian dan keamanan
melalui berbagax cara kons-
truktif, baik d. flik

cari titik temu persepsi terhadap
isu-isu keamanan yang sedang
i di;

buhkan, dan membina
i

memperhhad(an bagaimana ke-
terbukaan bisa mendorong tata
kelola yang lebih baik atas pela-
yananpublik,” paparnya.

Fadli melanjutkan, pada
2018, DPR mengambil bagian
dalam penyusunan langkah-
langkah keterbukaan parlemen
melalui Rencana Aksi Keterbu-
kaan Parlemen. Terdapat bebe-
rapa aksi yang dilaksanakan
melalui peluncuran Sistem In-
formasi Legislasi (Sileg 2.0)
yang lebih mudah dan nyaman
digunakan serta memberikan
informasi transparan menge-

gkan pene-
rapan legislasi elektronik se-
bagai sarana partisipasi publik
untuk menjadikan proses pem-
buatan kebijakan lebih inklusif
dan terbukabagi keikutsertaan
masyarakat. “Satu hal yang ti-
dakboleh kita lupakan adalah
penguatan integritas beram

" Rekomendasi kedua, perlu
ada fokus di dalam legislasi na-

lam penemuan ini, saya percaya

maupun pascakonflik. Saat ter-
jadi konflik, parlemen dapat
bertindak sebagai agen perda-
‘maiandankeamanan.

kita mampu
masiparlemen sebagaicara pen-

sional yang g imple-

k menjaga p

mentasl efektif ,' tuju
e

er

pembangunan yang merata,
dan penurunan k

capai berkelan-
jutan serta kesejahkemn," ung-

ra itu, pada situasi

pascakonflik, parlemen bersa-

ma dengan pemerintah me-

mainkan peran penting mem-

pertahankan perdamaian dan

menyediakan fondasi bagi
H ol

anhmegaradlkawasan Satu
legislasinasio-

Saatml menurutdia, semua

juga mend. g transp ]ag1 dibutuhk
untuk penya- i jadidasarbay
lahgunaan badan hukurn mana 1mplementasl efektif berhagax

pun untuk tujuan-tujuan tidak
sah, seperti pencucian uang,
pendanaan terorisme, peng-
hindaran pajak, dan korupsi,”
ujarnya.

komitmen internasional me-
ngenai perdamaian dan ke-
amanan, yang sejalan dengan
prioritas dan kerangka hukum
nasional,"kata Putu.

begitu terhu-
bung, Dibalikitu,adarisikober-
bagai ancaman yang melam-
paui batas-batas negara dan
ym"ngberdampakterhadappo-

“Pada skala yang lebih luas,
keberadaan parlemen dalam
halini turut melindungi prin-
sip inklusivitas di alam demo-
krasi," paparnya.
Putu juga mengungkapkan,
T b

damaian dan mengupayakan
keamanan yang memadai di

lah dua komponen yang amat
penting dalam menjaga kesta-
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Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (kiri) dan anggota DPR Himmatul Aliyah (kanan) saat

dasawarsa terakhir, Asia Pasifik
tumbuh menjadi kawasan yang
relatif damai dan stabil. Namun
demikian, keadaan ini tidak
bolehmembuatterlena.

Seiring dengan dinamika
kawasan, terdapat risiko ter-
jadi konflik yang dapat meng-
ganggu perkembangan sosial
dan perekonomian. Putu me-
ngatakan, sejak hari kemerde-
kaan, Indonesia selalu berke-
inginan kuat untuk ikut serta
menjaga perdamaian dan ke-
amanan dunia. Menjadi bagi-
an dari Pasukan Penjaga Per-
damaian PBB adalah salah
buktinyata dari komitmen In-
donesia dalam mendukung
perdamaian.

Selain itu, sebagai anggota
Dewan Keamanan PBB saatini,
Indonesia hendak mendorong
pendekatan yang komprehen-
sif dan holistik terhadap diplo-
masi global. “Kami berkomit-
men menjadi mitra sejati bagi
perdamaian dunia dengan ber-


http://www.tcpdf.org

